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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan interaksinya, dipandu oleh nilai-nilai dan
dibatasi oleh norma-norma dalam kehidupan sosial. Norma yang ada dalam
masyarakat sekiranya mampu dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam
memperoleh ketentraman, perdamaian dan kesejahteraan sebagai tujuan
hidup karena norma memberikan batas-batas pada perilaku individu dengan
kelompoknya, menjaga solidaritas antar anggota masyarakat. Namun pada
kenyataannya sangat sulit menerapkan norma yang ada dalam masyarakat
mengingat tidak sedikit yang melanggar norma dengan keserakahan,
keangkuhan dan kejahatan untuk kepentingan pribadi.'

Kejahatan merupakan bagian dari masalah manusia dalam
kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejahatan pada dasarnya bukan hal
yang baru karena tidak ada satu negarapun di dunia ini yang bebas dari
kejahatan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Naik turunnya
kejahatan sesuai kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan
keamanan suatu negara. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari
masyarakat sendiri dalam mentaati segala peraturan yang ada serta

kurangnya menjaga keamanan dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

' Crayonpedia, Norma-Norma yang Berlaku dalam Kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan
Bernegara, terdapat dalam http://www.crayonpedia.crg/mw/Norma, tanggal 2 januari 2015, pukul
08:15 WIB


http://www.crayonpedia.crg/mw/Norma

Kejahatan ini akan menimbulkan reaksi sosial dan kemarahan masyarakat.
Hukum segera dilakukan agar orang lain takut untuk melakukan pelanggaran
atau hal yang sama, dan hukum yang berwenang dan mendapatkan
wewenang itu adalah negara sebagai satu-satunya hak menghukum, hal ini
berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Kejahatan di dunia ini bersamaan dengan adanya manusia.
Kehendak untuk berbuat jahat inhern dalam kehidupan manusia. Di sisi lain
manusia ingin hidup secara tentram, tertib, damai, dan berkeadilan, artinya
tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Upaya-upaya manusia untuk
meminimalisir kejahatan telah dilakukan, baik yang bersifat preventif
maupun represif. >

Salah satu kesempurnaan syari’at Islam adalah adanya aturan-
aturan yang berkenaan dengan hukum publik. Islam tidak sekedar
mengajarkan ajaran moral, melainkan juga menyediakan aturan-aturan yang
impresif. Baik al-Qur’an maupun dalam as-Sunnah terdapat sanksi-sanksi
yang mengikat yang harus ditegkkan di dunia, sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat al-Maidah ayat 45:
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* A Djazuli, Figih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam, (Jakarta: Raja Grafindo,
2000),h. v



Artinya:

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat)
bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan
hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada
qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishashnya), maka
melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak
memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan allah, maka mereka itu
adalah orang-orang zalim””’

Hal ini terlihat dengan aturan-aturan yang berkenaan dengan
Jjarimah al-zina (perzinaan), al-sarigat (pencurian), al-hirabat (perampokan),
dan a/-gatl (pembunuhan). Aturan-aturan tersebut dikelompokkan oleh para
ulama dalam bab fiqih dengan nama al-hudud, al-jinayat, al-dima’, al-qisas
dan al-jarah* Hukum pidana Islam merupakan syari’at Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun
akhirat. Syari’at Islam secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari’at,
yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada
diri sendiri maupun ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang
berkewajiban memenuhi perintah Allah.’

Hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah merupakan hukum
positif. Keberadaannya hanyalah sebagai suatu merupakan disiplin ilmu.’Dan

juga merupakan terjemahan dari kata fiqih jinayah. Fiqih jinayah adalah

segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal

3 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 27
* Jain Mubarok, Enceng Arif Faizal, Kaidah Figih Jinayah, (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy, 2004),

h.v

3 H. Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1
% A Jazuli, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),h. 5



yang dilakukan oleh orang-orang mukallat (orang yang dapat dibebani
kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang
terperinci dari al-Qur’an dan hadis. Tindakan kriminal dimaksud, adalah
tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta
tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-
Qur’an dan hadis.’

Kasus main hakim sendiri ini tidak sedikit ditemui dalam
masyarakat luas, masih banyak kasus-kasus tindakan main hakim sendiri
yang terjadi di wilayah Indonesia, sebagai contoh kasus pengeroyokan yang
terjadi di JI. Tanah Merah Utara Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.
Kenjeran Surabaya, yang berawal dari tersangka yang mencuri sepeda
motor, kejadian itu deketahui oleh warga, warga pun terpanggil untuk
membantu korban perampokan tersebut. Karena ketakutan tersangka
mencoba melarikan diri dan ingin melawan warga, melihat perlawanan
tersangka warga pun memukuli tersangka sehingga terluka, kejadian itu
terjadi pada hari kamis 4 Maret 2013.® Tidak hanya itu di Kedinding Lor
seorang warga bernama Usman babak belur dihajar massa karena mencuri
selempengan besi tua hari Selasa 18 Mei 2014.

Maraknya tindakan main hakim sendiri di Indonesia sebagian besar

tidak terselesaikan, dalam artian banyak kasus yang dibiarkan dan tidak

7 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 1

¥Koran Merapi Online Kriminal dan hukum,” Dihakimi Warga, Maling Kritis di RS”, terhadap
dalam  http://harianjoglosemar.com/berita/dihakimi-warga-maling-kritis-di-rs-11955.html, 3
janauari 2015, pukul 21:30 WIB

’Solopos,” Tak  Percaya Aparat, Warga Main Hakim Sendiri”, terhadap dalam
http://edisicetak.solopos.coid/zindex_menu.asp?kodehalaman=h32&id=67816, 3 januari 2015,
pukul 22:15 WIB



http://harianjoglosemar.com/berita/dihakimi-warga-maling-kritis-di-rs-11955.html
http://edisicetak.solopos.coid/zindex_menu.asp?kodehalaman=h32&id=67816

ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum dan sering kali tidak memenuhi
rasa keadilan masyarakat sehingga timbul pemicu yang menyebabkan suatu
ledakan kemarahan masyarakat. Dengan adanya kenyataan yang demikian,
masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam
memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Masyarakat merasa semakin
mudah menumpahkan kemarahannya kepada pelaku kejahatan dengan
melakukan pengeroyokan secara beramai-ramai dengan tindakan fisik, mulai
dari pemukulan ringan hingga menyebabkan meninggalnya si korban atau
pelaku tindak pidana. Tindakan main hakim sendiri ini secara teknis disebut
dengan istilah eigenrechting.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir
ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak
dapat dipungkiri selain di kota besar, tindakan main hakim sendiri juga
sering terjadi di berbagai daerah. Kota Surabaya misalnya, ternyata juga
tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri. Kasus-kasus seperti ini
banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku tetapi
tidak sedikit juga yang dilepas begitu saja, tetapi pada umumnya di kota
Surabaya masih sering dijumpai tindak pidana main hakim sendiri. Kondisi
masyarakat di kota Surabaya sebagian besar sangatlah emosional dalam
menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan
masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, hal itu dikarenakan
rendahnya pengetahuan hukum, masih adanya perilaku masyarakat yang

negatif seperti suka mabuk-mabukan sehingga mudah memicu kemarahan



dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan
karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif.

Dengan melihat bahwa banyak kasus main hakim sendiri yang tidak
terselesaikan dan adanya pendapat bahwa penerapan hukum tidak objektif,
ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum serta tidak
tercipta keadilan dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku maka karena
berbagai alasan, penulis tertarik memilih judul “Tinjauan hukum pidana
Islam terhadap main hakim sendiri (eigenrechting) yang di lakukan oleh
massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor (studi kasus di

Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya)”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-
kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan
melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemudian
yang dapat diduga sebagai masalah.'® Berdasarkan latar belakang masalah di

atas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian ini adalah:
1. Awal mula terjadinya main hakim sendiri (eigenrechting) yang
dilakukan oleh massa terhadap pelaku pencurian sepeda motor di

wilayah Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya.

' Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,
cetakan I1I, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h. 8.



2. Sebab dan faktor main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan
oleh massa terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah
Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya.

3. Pandangan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh
massa terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kelurahan
Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya.

4. Tinjaun hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri
(eigenrechting) yang dilakukan oleh massa terhadap pelaku pencurian
sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran
Surabaya.

Agar lebih terarah dan pembahasan penelitian ini tidak melebar,
maka diperlukan adanya pembatasan masalah, sebagai berikut:

1. Faktor-faktor terhadap main hakim sendiri (eigenrechting) yang di
lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di
Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

2. Tinjaun hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri
(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana
pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.

Kenjeran Surabaya

C. Rumusan Masalah
Untuk memudahkan proses penelitian dan penulisan, maka

diperlukan rumusan masalah sebagai berikut:



Apa saja faktor-faktor terhadap main hakim sendiri (eigenrechting)
yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda
motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya.

Bagaimana tinjaun hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri
(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana
pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.

Kenjeran Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian

yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang

diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/

penelitian yang sudah ada.

"' Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti

tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di

antaranya:

l.

Skripsi yang ditulis oleh Indramawan yang berjudul “Studi Komparasi
Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Massal Yang Mengakibtkan
Kematian Dalam Pasal 170 Ayat (2) Bis Ke-3 KUHP Menurut Fiqih
Jinayah Dan Kriminologinya”. Skripsi ini menitik beratkan kepada
komparasi persoalan hukum kriminologinya atau hukum positifnya saja

dan juga tersangka dalam kasus ini sampai meninngal.

" 1bid, 9.



2. Skripsi yang di tulis oleh William Manaq Liamata “Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-
Sama Terhadap Orang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan
No.1619/Pid.B/2010/Pn.Mks).”Skripsi tersebut menitikberatkan kepada
aspek kriminologinya dan kasus putusan hakim di Pengadilan.

Skripsi-skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang peneliti tulis,
skripsi ini lebih menitikberatkan kepada tinjaun hukum pidana Islam (Figih

Jinayah) dan faktor-faktor yang mengakibatkan eigenrechting yang sesuai

dengan judul “Tinjauan hukum pidana Islam terhadap main hakim sendiri

(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana

pencurian sepeda motor (studi kasus di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.

Kenjeran Surabaya)”.

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai
oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukan.'> Sesuai dengan rumusan
masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui faktor-faktor terhadap main hakim sendiri
(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana
pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.

Kenjeran Surabaya

"2 Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,
cetakan I1I, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012), h. 9.
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Untuk mengetahui tinjaun hukum pidana Islam terhadap main hakim
sendiri (eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku
pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.

Kenjeran Surabaya

Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan

mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca,

yang berguna dalam dua aspek yaitu:

1.

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan
memperkaya ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama kuliah
dan bermanfaat bagi peneliti yang akan datang, khususnya tentang main
hakim sendiri (eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap
pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah
Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

Dari sisi praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
acuan atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah apabila ada
masalah yang berkaitan khusus dengan masalah main hakim sendiri
(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana
pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.

Kenjeran Surabaya.
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G. Definisi Operasional
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi
kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis
perlu menjelaskan variabel-variabel dalam judul skripsi ini, yaitu :

Hukum Pidana Islam : Adalah segala ketentuan hukum mengenai
tindak pidana atau perbuatan kriminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai
hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum
yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadis."

Artinya pertaruran mengenai hukum pidana

dan kriminologi dengaan segala
konsekuensinya.
Eigenrighting : Tindakan untuk melaksanakan hak menurut

kehendak sendiri yang bersifat sewenang-
wenang tanpa persetujuan pihak orang lain
yang berkepentingan, hal ini merupakan
pelaksanaan sanksi oleh perorangan,'*seperti
tindak pengeroyokan yang terjadi di
Kecamatan Kenjeran Surabaya.

Pasal 170 ayat (2) bis ke-2 : Dengan pidana selama-lamanya sembilan

tahun kalau kekerasan itu menyebabkan orang

BDede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), h. 86.
" Kamus Hukum, (Bandung : Citra Umbara, 2008 ), h, 101.



Pencurian Sepeda Motor

H. Metode Penelitian

12

mendapat luka berat.”” Dalam pasal ini
dijelaskan kasus pengeroyokan massal atau
eigenrighting yang terjadi di Kecamatan
Kenjeran Surabaya.

Mengambil harta orang lain secara diam-diam,
yang di ambil berupa harta orang lain, dan ada
itikad tidak baik.'® Sehingga dalam pencurian
ini mengakibatkan kerugian kepada pihak

korban.

Metode penelitian ini meliputi:

1. Data Yang Dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung

jawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka data

yang peneliti kumpulkan di antaranya, yaitu:

a. Data tentang latar belakang terjadinya terhadap main hakim sendiri

(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana

pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.

Kenjeran Surabaya

b. Data tentang main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan

oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di

' R.Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, ( Surabaya : Usaha Nasional ), h,190
'° A. Djazuli, Figh jinayah. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2000 ), h,73
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Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya. menurut
hukum pidana Islam.
2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan
penelitian dilapangan melalui prosedur dan tehnik pengambilan data
yang berupa interview, observasi dan sebagainya. Dalam penelitian
ini data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat yang ikut
terlibat dalam main hakim sendiri (eigenrechting) yang di lakukan
oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di
Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya Kelurahan
Tanah Kali Kedinding Kecmatan Kenjeran Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber pelengkap yang
diperoleh dari data kepustakaan yang ada hubungannya dengan
pembahasan dalam penelitian ini yaitu:
1) Asas-asas Hukum Pidana oleh Moeljatno
2) Asas-asas Hukum Pidana Islam oleh A. Hanafi
3) Al-Tasri’ Al-Jina’i Al-Islamioleh Abdul Qadir Audah
4) Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam oleh H. Ahmad Wardi

Muslich

5) Hukum Pidana Islam oleh H. Zainuddin

6) Hukum Pidana Islam di Indonesia oleh Makhrus Munajat
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7) Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya oleh Ninik
Widiyanti

8) Teori dan Kapita Selekta Krimonologi oleh Romli Atmasasmita

9) Ruang Lingkup Kriminologi oleh Soedjono Dirdjosisworo

10) Kriminologi oleh Stephan Herwitz

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data
sebagai berikut:
a. Observasi (Pengamatan)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara
mengadakan pengamatan langsung pada objek yang diteliti'’ atau
dengan mengamati secara langsung.'® penelitian ini untuk
memahami  faktor-faktor  terhadap main hakim sendiri
(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana
pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.
Kenjeran Surabaya.

b. Interview (Wawancara)

Interview adalah suatu metode pengumpulan data yang

dilakukan dengan menggunakan percakapan dengan sumber

informasi secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh

7 Sukudin dan Mundir, Metode Penelitian: Menimbang dan Mengantar Kesuksesan Anda dalam
Dunia Penelitian, (Surabaya: Insan Cendikia, 2005), 218.
' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 207.
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keterangan yang relevan dengan penelitian ini.'"” Metode ini penulis

gunakan untuk menggali data dari responden dengan penjelasan

sebagai berikut:

1) Wawancara dengan masyarakat pelaku main hakim sendiri
(eigenrechting) bagi pelaku pencurian. Wawancara ini
dilakukan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan
praktek main hakim sendiri (eigenrechting), motivasi
melakukan main hakim sendiri (eigenrechting), serta
pengetahuan massa yang terlibat tentang permasalahan yang
terjadi.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah alat pengumpul data yang berupa
dokumen dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini
dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait
dengan penelitian. Dokumentasi ini merupakan dalil konkrit yang
bisa penulis jadikan acuan untuk menilai adanya faktor main hakim
sendiri (eigenriechting) yang terjadi di Kelurahan Tanah

Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data
Penulis akan memaparkan dan mendeskripsikan semua data yang

penulis dapatkan dengan tahapan sebagai berikut:

' Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1981, h. 162,
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Organizing: Suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan,
pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.”’ Artinya
penulis melalukan pengumpulan data-data yang berkaitan dengan
faktor terjadinya main hakim sendiri (eigenrechting) yang di
lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor
di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya,
kemudian dicatat untuk dijadikan penelitian.

Editing  : Kegiatan memperbaiki kualitas data (mentah) serta
menghilangkan keraguan akan kebenaran/ketepatan data tersebut.”’
Artinya dari hasil data faktor terhadap main hakim sendiri
(eigenrechting) yang di lakukan oleh massa terhadap pelaku pidana
pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kec.
Kenjeran Surabaya. Perspektif hukum pidana Islam tersebut

kemudian dikumpulkan menjadi sebuah penelitan yang ilmiyah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap

berikutnyayang penulis lakukan adalah tahap analisa. Ini adalah tahap

yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data penulis kerjakan dan

manfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-

kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang

diajukan dalam penelitian. Adapun metode analisis data yang penulis

% Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h.

66.
2 Ibidh. 97.
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gunakan adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Maksudnya
adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan
kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis
dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan
kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan
kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan
untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan untuk
menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori
lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan

.22
rumus statistik.

I. Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan penyusunan skripsi ini, peneliti membagi dalam
lima bab yang sistematis. Bab-bab ini merupakan bagian dari penjelasan dari

penelitian ini sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab I, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, identifikai dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan landasan teori tentang hukum pidana Islam
meliputi: pengetian jinayah, unsur dan rukun jinayah, pengertian jarimah dan

bentuk jarimah, dan macam-macamnya, serta dasar hukumnya.

22 Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, h. 41
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BAB III, dalam bab ini dibahas tentang hasil penelitian, deskripsi
terhadap main hakim sendiri (eigenrechting) yang di lakukan oleh massa
terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah Kali
Kedidnding Kecamatan Kenjeran Surabaya yang isinya meliputi Profil
Kelurahan Tanah Kali Kedidnding Kecamatan Kenjeran Surabaya, faktor-
faktor pendorong main hakim sendiri (eigenrechting) yang di lakukan oleh
massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah
Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

BAB VI, Bab ini merupakan analisis tentang: analisis sebab dan
faktor terhadap main hakim sendiri (eigenrechting) yang di lakukan oleh
massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah
Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya, dan analisis tentang hukum pidana
Islam terhadap main hakim sendiri (eigenrechting) yang di lakukan oleh
massa terhadap pelaku pidana pencurian sepeda motor di Kelurahan Tanah
Kalikedinding Kec. Kenjeran Surabaya

BAB V, bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan

dan saran.



